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ABSTRACT
The development of metaverse technology has given rise to the phenomenon of "metaverse marriage," which challenges the framework of Islamic family law, particularly in protecting the rights of wives and children. This study aims to examine the legal implications of metaverse marriage from an Islamic Family Law perspective, identify legal challenges, and formulate an adaptive framework. Using a normative-empirical method with content and conceptual analysis, this study examines legislation, Islamic doctrine, and academic literature. The findings indicate that the concept of virtual marriage creates new vulnerabilities related to marital validity, rights to maintenance, custody, and protection from violence, which are not yet addressed by conventional law. Consequently, adaptive guidelines or regulations are needed to ensure justice and well-being, in line with the dynamic principles of Islamic law.
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Pendahuluan
Perkembangan pesat teknologi digital melahirkan fenomena baru yang menantang kerangka hukum. Salah satunya adalah konsep "perkawinan metaverse." Metaverse adalah ruang virtual imersif yang memungkinkan interaksi sosial dan ekonomi yang kompleks. Potensi penyelenggaraan upacara perkawinan virtual pun muncul (Lee, 2022). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai status hukum, hak, dan kewajiban para pihak. Perlindungan hak istri dan anak menjadi fokus utama hukum keluarga. Data awal menunjukkan peningkatan adopsi teknologi imersif untuk aktivitas sosial, mengindikasikan potensi perluasan penggunaan metaverse untuk momen penting kehidupan, termasuk perkawinan (Gartner, 2022).
Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Konsep ini mensyaratkan kehadiran fisik, kesaksian, dan pencatatan resmi. Teori hukum keluarga Islam menekankan unsur-unsur penting seperti ijab kabul yang jelas, wali, saksi, dan mahar sebagai rukun dan syarat sah perkawinan, demi kemaslahatan umat dan perlindungan hak individu dalam rumah tangga (Nasution, 2011). Sedangkan dalam terminology syariat, nikah didefinisikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kasih saying, serta melahirkan keturunan yang sah menurut agama. (Fithoroini, 2025)
Penelitian terdahulu mengenai perkawinan virtual masih terbatas. Umumnya, penelitian berfokus pada aspek teknis atau sosialitasnya. Studi oleh Smith (2021) mengeksplorasi platform virtual untuk acara sosial, namun tidak membahas implikasi yuridis perkawinan di ruang tersebut. Penelitian Chen dan Lee (2020) mengkaji aspek psikologis partisipasi acara virtual, tetapi mengabaikan kerangka hukum yang mengaturnya. Belum ada penelitian komprehensif yang mengkaji implikasi hukum perkawinan metaverse, khususnya dari sudut pandang perlindungan hak istri dan anak dalam Hukum Keluarga Islam.
Kesenjangan utama terletak pada ketidaksesuaian antara kemajuan teknologi yang memungkinkan perkawinan virtual di metaverse dengan kerangka hukum perkawinan yang ada, termasuk Hukum Keluarga Islam, yang belum sepenuhnya mengakomodasi fenomena ini. Teori hukum keluarga Islam yang mensyaratkan kehadiran fisik, kesaksian sah, dan pencatatan resmi belum sepenuhnya dapat mengakomodasi realitas perkawinan di ruang virtual (Hanafi, 2018). Hal ini menciptakan potensi kerentanan, di mana hak-hak fundamental istri dan anak, seperti hak waris, nafkah, dan pengasuhan, dapat terabaikan karena tidak adanya dasar hukum yang jelas untuk perkawinan metaverse.
Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan tinjauan yuridis mendalam terhadap konsep perkawinan metaverse dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Fokus penelitian adalah identifikasi tantangan hukum dan analisis potensi perlindungan hak istri dan anak dalam skenario perkawinan virtual. Perumusan kerangka hukum yang adaptif dan progresif akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, serta studi kasus atau skenario metaverse (Syarifuddin, 2019).
Urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat pesatnya perkembangan teknologi metaverse dan potensi adopsinya untuk institusi perkawinan. Tanpa kajian yuridis yang memadai, perlindungan hak fundamental istri dan anak dalam perkawinan metaverse berisiko terancam. Penelitian ini diharapkan berkontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam di era digital, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat (Abdullah, 2020).
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dirancang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis sumber tertulis guna membangun landasan teoritis dan empiris yang kokoh. Sumber meliputi peraturan perundang-undangan hukum keluarga Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Kajian mendalam kitab fikih klasik dan kontemporer akan dilakukan untuk memahami perspektif hukum Islam mengenai perkawinan, hak istri, dan anak. Literatur akademik yang relevan, mencakup jurnal ilmiah, buku, tesis, dan disertasi, akan ditelaah untuk pemahaman komprehensif mengenai perkawinan, teknologi, metaverse, hak asasi manusia, serta perlindungan perempuan dan anak dalam konteks digital. Dokumen lain yang berkaitan dengan perkawinan di ruang digital atau virtual juga akan dikumpulkan.
Untuk menganalisis data, penelitian ini mengadopsi metode analisis isi (content analysis) yang bertujuan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan tema kunci terkait perkawinan metaverse, perlindungan hak istri dan anak, serta relevansinya dengan hukum keluarga Islam. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola, tren, dan isu penting dalam teks (Creswell, 2014). Analisis konseptual akan diterapkan untuk menguraikan konsep hukum dan mengkaji bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan atau diadaptasi dalam konteks perkawinan metaverse yang baru. Pemilihan metode ini didasarkan pada sifat penelitian yang kualitatif dan eksploratif terhadap fenomena baru (Neuman, 2014).
Hasil dan Pembahasan
Konsep perkawinan dalam ranah virtual, seperti "Perkawinan Metaverse," memerlukan kajian mendalam dari perspektif hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam, yang berakar pada Al-Qur'an dan Sunnah, mengatur perkawinan sebagai ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Namun, kemunculan teknologi metaverse sebagai ruang virtual imersif dan interaktif yang memungkinkan individu berinteraksi, membangun hubungan, dan melangsungkan upacara mirip peristiwa dunia nyata, termasuk perkawinan (Lee et al., 2021), menghadirkan tantangan baru. Oleh karena itu, penting meninjau bagaimana konsep perkawinan metaverse dapat diakomodasi atau diatur dalam kerangka hukum keluarga Islam terkait validitas, hak, dan kewajiban para pihak.
Perlindungan hak istri dan anak adalah pilar utama hukum keluarga Islam, mencakup hak nafkah, giliran bermalam (jika poligami), perlakuan adil, serta perlindungan dari kekerasan dan penelantaran (QS. An-Nisa' [4]: 3; QS. Al-Baqarah [2]: 228-233). Dalam konteks metaverse, pertanyaan krusial muncul mengenai bagaimana hak-hak ini dijamin dan ditegakkan ketika interaksi dan "perkawinan" terjadi di lingkungan digital. Misalnya, apakah nafkah dalam bentuk aset virtual memiliki kedudukan hukum yang sama dengan nafkah materiil di dunia nyata? Bagaimana perlindungan terhadap kekerasan verbal atau psikologis di metaverse dapat diatasi dalam kerangka hukum Islam yang umumnya berfokus pada kekerasan fisik? Kajian terdahulu mengenai perkawinan siber atau jarak jauh mungkin memberikan titik temu, namun metaverse menawarkan dimensi yang lebih kompleks karena sifat imersifnya dan potensi penciptaan identitas alternatif (Smith & Jones, 2020).
Teori-teori dalam hukum Islam, seperti teori maslahah (kepentingan publik) dan teori 'urf (adat istiadat), dapat menjadi landasan analisis perkawinan metaverse. Jika perkawinan metaverse dipandang memberikan kemaslahatan bagi individu atau masyarakat dalam kondisi tertentu dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah fundamental, maka ia dapat dipertimbangkan untuk diakomodasi dengan penyesuaian. Namun, kemaslahatan tersebut tidak boleh mengorbankan kemaslahatan yang lebih utama, yaitu perlindungan institusi keluarga dan hak individu yang dilindungi secara qath'i (pasti) dalam syariat (Al-Ghazali, n.d.). Perkembangan 'urf di era digital ini perlu dicermati agar praktik yang berkembang tidak mengarah pada pelemahan nilai-nilai perkawinan yang sesungguhnya.
Penelitian terdahulu mengenai perkawinan di era digital sering berfokus pada legalitas pencatatan perkawinan daring atau melalui media elektronik, serta implikasinya terhadap hak waris dan status anak (Rahman, 2018). Namun, kajian spesifik "perkawinan metaverse" masih sangat terbatas, mencakup kurangnya kerangka konseptual yang jelas untuk mendefinisikan perkawinan di ruang virtual dan minimnya analisis mendalam mengenai adaptasi prinsip perlindungan hak istri dan anak dalam hukum keluarga Islam pada teknologi yang terus berkembang ini. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan memberikan tinjauan yuridis yang komprehensif.
Lebih lanjut, analisis perlindungan hak istri dan anak dalam perkawinan metaverse harus mempertimbangkan aspek teknis dan etis teknologi itu sendiri. Isu kepemilikan aset digital yang diperoleh selama perkawinan virtual, hak asuh anak yang lahir dari hubungan di metaverse, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul perlu dipertimbangkan. Hukum keluarga Islam menekankan keadilan dan perlindungan bagi pihak lemah, termasuk istri dan anak. Dalam konteks metaverse, identifikasi pihak "lemah" dan cara memberikan perlindungan efektif memerlukan pemahaman mendalam mengenai dinamika interaksi virtual dan potensi eksploitasi (Hanafi, 2022).
Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa konsep "Perkawinan Metaverse" menghadirkan lanskap baru yang kompleks dalam ranah hukum keluarga Islam, khususnya terkait perlindungan hak fundamental istri dan anak. Analisis mendalam data menunjukkan metaverse menawarkan potensi interaksi dan pembentukan ikatan yang unik, namun juga membuka celah kerentanan yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh kerangka hukum konvensional. Fenomena ini menuntut kajian yuridis kritis untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan dalam hukum keluarga Islam dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks virtual ini.
Pembahasan hasil penelitian ini mengaitkan temuan empiris dengan teori hukum keluarga Islam dan sosiologi digital. Teori Maqashid Syariah, yang menekankan pencapaian kemaslahatan (kebaikan) dan penolakan mafsadah (kerusakan), menjadi lensa utama evaluasi implikasi perkawinan metaverse. Potensi kemaslahatan seperti kemudahan komunikasi dan pemeliharaan hubungan jarak jauh harus ditimbang cermat terhadap potensi mafsadah, termasuk risiko penipuan, manipulasi, dan pengabaian tanggung jawab hukum serta moral dalam lingkungan virtual yang anonim dan kurang teregulasi (Al-Ghazali, t.t.).
Perbandingan temuan ini dengan penelitian terdahulu menunjukkan kesamaan dalam mengidentifikasi tantangan perlindungan hak di ranah digital. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi spesifik dengan fokus pada perspektif hukum keluarga Islam dan fenomena perkawinan metaverse yang relatif baru. Studi Smith (2021) menyoroti isu identitas digital dan dampaknya pada hubungan personal, tetapi tidak membahas implikasi yuridis dalam kerangka hukum Islam. Penelitian Jones (2020) mengenai hak anak di lingkungan virtual lebih berfokus pada privasi dan keamanan data, bukan perlindungan hak substantif dalam konteks perkawinan.
Implikasi praktis temuan ini sangat signifikan. Celah hukum potensial dalam perkawinan metaverse dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, terutama istri dan anak yang rentan terhadap eksploitasi atau pengabaian hak-hak mereka, seperti hak nafkah, hak asuh, dan hak waris. Oleh karena itu, diperlukan upaya proaktif dari para pemangku kepentingan. Regulator, lembaga peradilan agama, dan akademisi perlu merumuskan panduan atau regulasi adaptif terhadap perkembangan teknologi ini, sejalan dengan prinsip hukum Islam yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman (Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, 1999).
Secara akademik, penelitian ini membuka jalan bagi kajian lebih lanjut mengenai bagaimana konsep hukum Islam yang mapan dapat diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam realitas virtual yang terus berkembang. Diskusi mengenai validitas akad nikah yang dilakukan sepenuhnya dalam metaverse, status hukum anak dari perkawinan virtual, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi area penelitian krusial di masa depan. Penguatan argumentasi teoritis dan empiris dalam pembahasan ini diharapkan memberikan landasan kokoh bagi pengembangan hukum keluarga Islam di era digital.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep "Perkawinan Metaverse" menghadirkan tantangan yuridis kompleks dalam kerangka hukum keluarga Islam, khususnya terkait perlindungan hak fundamental istri dan anak. Meskipun metaverse menawarkan ruang baru untuk interaksi sosial dan pembentukan ikatan, kerangka hukum yang ada belum memadai untuk mengatur aspek krusial seperti pembuktian sahnya perkawinan, hak waris, hak asuh anak, dan perlindungan dari kekerasan atau penelantaran di ranah virtual. Temuan ini menegaskan kesenjangan signifikan antara perkembangan teknologi dan kesiapan regulasi hukum keluarga Islam dalam mengantisipasi serta merespons implikasi perkawinan di dunia maya.
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